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Kepada:

Yth. 1. KepalaSKPD
Se Kabupaten Magelang
2. Kepala Bagian Di Lingkungan
Setda Kabupaten Magelang
Di
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 900/ 1347 /23/2020

TENTANG

PERCEPATAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Memperhatikan :

1

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) di Lingkungan Pemerintah Daerah:

. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), serta Pengamanan Daya
Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2020 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;



Dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas anggaran, maka dalam

penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2020, diminta perhatian Saudarali Kepala SKPD se Kabupaten
Magelang hal-hal sebagai berikut :

1.

2

“.

Pendapatan Daerah :

a. Masing-masing SKPD Penghasil untuk menghitung kembali target Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah,
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat
mempengaruhi target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat
adanya pandemi Covid-19 yang berpotensi terhadap penurunan
perekonomian.

b. Penyesuaian kembali pendapatan yang berasal dari Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dengan mendasarkan pada rincian alokasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional.

Belanja Daerah :

Melakukan penyesuaian belanja daerah melalui :

a. Rasionalisasi belanja pegawai sekurang-kurangnya 25% terutama dilakukan
dengan :

1) Mengendalikan / mengurangi honorarium kegiatan;

2) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS bagi SKPD
Disdikbud;

3) Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur  dengan
mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat
mendesak dan dilakukan secara selektif;

b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50% dengan
mengurangi anggaran belanja, terutama untuk :

1) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;

2) Cetak penggandaan;

3) Pemeliharaan;

4) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;

5) Sewa sarana mobilitas;

6) Sewa alat berat;



7)

8)
9)
10)

11)

12)

Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air,
telekomunikasi, media cetak dan peralatan:

Jasa konsultansi;

Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;

Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi
terfokus (focus group discussion), serta pertemuan lain yang
mengundang banyak orang;

Rasionalisasi belanja barang dan jasa yang dilakukan dengan

penundaan pembayaran sebesar 50% selama 6 (enam) bulan terakhir

terutama untuk :

a) Air,

b) Listrik;

c) Tenaga kerja non pegawai:

d) Bosda untuk GTT/PTT;

e) Asuransi PBI.

Rasionalisasi belanja barang dan jasa sebesar 100% dengan perincian

sebagai berikut :

a) Perawatan kendaraan bermotor kecuali Belanja STNK, kecuali yang
sudah di SPJ kan sampai dengan bulan Maret 2020;

b) Makanan dan minuman serta paket rapat di kantor dan di luar kantor
kecuali yang sudah di SPJ kan sampai dengan tanggal 23 April 2020;

c) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari
tertentu kecuali yang sudah di SPJkan sampai dengan bulan April
2020;

d) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah kecuali yang sudah
di SPJkan sampai dengan 15 Maret 2020;

e) Pemeliharaan rutin jalan;

f) Tenaga ahli/instruktur/narasumber kecuali yang sudah di SPJ kan

sampai dengan bulan April 2020;

c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan
mengurangi anggaran belanja, terutama untuk :

1)

Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

Pengadaan mesin dan alat berat;

Pengadaan tanah;

Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
Pembangunan gedung baru, dan/atau

Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk

ditunda tahun berikutnya.




d. Rasionalisasi terhadap Belanja Daerah baik belanja pegawai, belanja barang
dan jasa dan belanja modal dilakukan dengan memperhitungkan realisasi
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Jadwal pelaksanaan percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020;

b. Penilaian oleh Tim Penilai RKA-SKPD dilanjutkan dengan Reviu oleh
Inspektorat dilaksanakan pada tanggal 24-25 April 2020

c. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada
tanggal 26 April 2020.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan ;

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Magelang (sebagai laporan)
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.



